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ruh. Tidak terkecuali di Kabupaten Kampar
bahwa Kabupaten wajib melaporkan Reali-
sasi APBD dan system TEPRA tersebut.
Bahan penyusunan realisasi APBD ini di-
kumpulkan oleh Bagian Administrasi Pem-
bangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Kampar kepada Seluruh Organisasi Perang-
kat Daerah ( OPD ) yang adadi Kabupaten
Kampar.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) mengirim data tersebut dengan
system printout, sehingga harus diketik
ulang oleh Bagian Administrasi Pembangu-
nan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar
untuk dientry ke system TEPRA.Terjadi
kecenderungan keterlambatan setiap OPD
dalam pengumpulan Data ini. Setelah di-
cermati oleh penjabat-penjabat yang tekait
ternyata keterlambatan ini disebabkan oleh
lambannya data dari masing-masing pejabat
esselon IV untuk mengumpulkan kepada
Sub Bagian Perencanaan masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah. Dari seluruh
Organisasi Perangkat Daerah yang ada di
Kabupaten Kampar Dinas Perhubungan
menjadi salah satu Organisasi Perangkat
Daerah yang telah melaksanakan input data
oleh masing-masing Pejabat EsselonlV de-
ngan system on-line dengan menggunakan
aplikasi berbasis web dan android.

Sejalan dengan itu, sumber daya ma-
nusia (SDM) yang ada di dinas-dinas atau
lembaga-lembaga pemerintahan belum se-
penuhnya memenuhi standar yang ada dari
segi teknologi, dan juga fasilitas-fasilitas
pendukung lainnya seperti laptop dan jari-
ngan internet. Keterbatasan sumber daya
manusia dan sarana dalam pelaksanaan ke-
bijakan pelaporan on-line keuangan ini
belum efektif dan efisien untuk memu-
dahkan administrasi. Berdasarkan masalah
tersebut maka pertanyaan penelitian adalah
bagaimana pelaporan on-line keuangan di
Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan
faktor-faktor apa saja yang menjadi peng-
hambatnya?.

Implementasi merupakan salah satu
tahap dalam proses kebijakan publik. Bia-
sanya implementasi dilaksanakan setelah
sebuah kebijakan dirumuskan dengan tuju-

an yang jelas. Implementasi adalah suatu
rangkaian aktifitas dalam rangka menghan-
tarkan kebijakan kepada masyarakat se-
hingga kebijakan tersebut dapat membawa
hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan
Gaffar, 2009).

Banyak defenisi yang dibuat para ahli
untuk menjelaskan arti kebijakan sebagai
pilihan pemerintah untuk melakukan atau
tidak melalukan sesuatu. Defenisi ini dbuat-
nya dengan menghubungkan pada beberapa
defenisi lain. Banyak paka menyebutkan
kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan
mengalokasikan nilai nilai untu masyarakat
secara keseluruhan. Ini mengandung kono-
tasi tentang kewenangan pemerintah yang
meliputi keseluruhan kehidupan masyara-
kat kecuali pemerintah. Menurut Carl
Friedman mengatakan bahwa yang paling
pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan
(goal), sasaran (objective) atau kehendak
(purpose). (Abidin, 2002).

Kebijakan adalah suatu arah tindakan
yang disusul seseorang, kelompok atau pe-
merintah dalam suatu lingkungan tertentu
yang memberikan hambatan-hambatan dan
kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan
yang diusulkan untuk menggunakan dan
mengatasi dalam rangka mncapai suatu tu-
juan atau merealisasikan suatu sasaran atau
suatu maksud tertentu, menurut Carl J.
Frederick dalam Ismail Nawawi ( 2009).
Sedangkan James E. Anderson dalam Edi
Suharto (2005) mendefenisikan kebijakan
publik sebaga perilaku dari sejumlah aktor
dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Me-
nurut Hughes dalam Subarsono (2005) pen-
dekatan kebijakan publik ada dua yatu ana-
lisis kebijakan dan kebijakan publik. Ana-
lisis kebijakan lebih berfokus pada studi
pembuatan keputusan dan penetapan kebi-
jakan dengan menggunakan model-model
tatistik dan matematika canggih. Sedang-
kan pada pendekatan kebijakanpublik poli-
tik lebih menekankan pada hasil dan out-
come dari kebijakan publik dari pada peng-
gunaan metode statistik, dengan melihat
interaksi politik sbagai faktor penentu,
dalam berbagai bidang seperti kesehatan,
pendidikan, kesejahteraan dan lingkungan.
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Laswel dan Kaplan (1988) mengemu-
kakan proses pembuatan kebijakan dilaku-
kan oleh aktor-aktor kebijakan atau pe-
ngambil kebijakan baik ditingkat peme-
rintah pusat maupun dtingkat pemerintah
provinsi, Kabupaten/Kota. pengambilan ke-
bijakan merupakan serangkaian tindakan
yang mempunyai arti penting dalam mem-
pengaruhi sejumlah orang. Sedangkan me-
nurut Wibawa, dkk (1994) menyatakan
bahwa kebijakan yang dibuat bertujuan un-
tuk mencapai hasil yang lebih baik dari
pelaksanaan kebijakan yang telah ditetap-
kan. guna mencapaitujuan kebijakan, peme-
rintah harus melakukan aksi atau tindakan
yang berupa penghimpunan sumber daya
dan pengelolaan sumber daya tersebut.

Pelaporan adalah kegiatan yang dila-
kukan bawahan untuk menyampaikan hal-
hal yang berhubungan dengan hasil peker-
jaan yang dilakukan selama periode terten-
tu. Pelaporan dilakukan kepada atasan ke-
pada siapa bawahan tersebut bertanggung
jawab. Pelaporan adalah aktivitas yang ber-
lawanan arah dari pengawasan, jika penga-
wasan dilakukan oleh pihak atasan untuk
mengetahui semua hal yang menyangkut
pelaksanaan kerja bawahan, maka pelapo-
ran merupakan jawaban dari kegiatan pe-
ngawasan tersebut.

Laporan merupakan suatu bentuk per-
tanggung jawaban atas suatu tindakan atau
kegiatan yang dlakukan. Berikut ini meru-
pakan pengertian pelaporan menurut Keraf
(2001) dalam Rajab (2009), laporan adalah
suatu cara komunikasi dimana penulis me-
nyampaikan informasi kepada seseorang
atau suatu badan karena tanggung jawab
yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan
pendapat tersebut, dapat disimpulkan bah-
wa laporan adalah suatu bentuk penyam-
paian informasi yang didukung oleh data
yang lengkap sesuai dengan fakta sehingga
informasi yang diberikan dapat dipercaya
serta mudah dipahami. Dalam penyampai-
annya, laporan dapat berupa lisan maupun
tertulis.

Menurut Edward III (1980) menegas-
kan bahwa masalah utama administrasi
publik adalah lack of attention to imple-

mentation. Dikatakannya, without effective
implementation the decission of policy
makers will not be carried outsuccessfully.
Edward menyarankan untuk memperhati-
kan empat isu pokok agar implementasi
kebijakan menjadi efektif yaitu communi-
cation, resource disposition or attitudes
dan beureucratic structures.

Penelitian ini bertujuan untuk menge-
tahui tentang implementasi kebijakan pela-
poran on-line keuangan pada Dinas Perhu-
bungan Kabupaten Kampar.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan da-
lam penelitian ini adalah penelitian deskrip-
tif. Informan penelitian terdiri dari infor-
man kunci, informan utama dan informan
tambahan yaitu Kepala Dinas, Sekretaris
Dinas, Kepala Sub Bagian dan Pejabat
Administrasi. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi dan
dokumentasi. Analisis data menggunakan
medel interaktif dengan proses mulai dari
penyajian data, verifikasi dan penarikan
kesimpulan.

HASIL
Standar Kebijaksanaan dan Tujuan

Kejelasan tujuan tujuan program dan
tingkat konsensus diantara pelaksana atas
tujuan-tujuan tersebut. Semakin besar ting-
kat kejelasan semakin besar tingkat konsen-
sus pelaksana terhadap tujuan suatu prog-
ram, maka semain mungkin pula para im-
plementor bekerja secara efektif guna men-
capai keberhasilan implementasi. Sebalik-
nya semakin tidak jelas tujuan dan semakin
kurangnya konsensus terhadap tujuan suatu
program, maka akan mendorong ketidak-
berhasilan implementasi.

Pemerintah Kabupaten Kampar me-
nerapkan sistem pelaporan online ini sesu-
ai dengan amanah Presiden Republik Indo-
nesia keppres nomor 20 tahun 2015 dijelas-
kan bahwa:

a. Pembentukan tim evaluasi dan
pengawasan realisasi APBN dan
APBD (TEPRA) yang tugasnya
memfasilitasi penyelesaian terhadap






